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Perkeretaapian sebagai salah satu moda transportasi memiliki karakteristik dan keunggulan khusus, terutama
dalam kemampuannya untuk mengangkut, baik orang maupun barang secara massal, menghemat energi,
menghemat penggunaan ruang, mempunyai faktor keamanan yang tinggi, memiliki tingkat pencemaran
yang rendah, serta lebih efisien dibandingkan dengan moda transportasi jalan untuk angkutan jarak jauh dan
untuk daerah yang padat lalu lintasnya, seperti angkutan perkotaan. Dengan adanya perkembangan teknologi
perkeretaapian dan perubahan lingkungan strategis yang semakin kompetitif dan tidak terpisahkan dari
sistem perekonomian internasional yang menitikberatkan pada asas keadilan, keterbukaan, dan tidak
diskriminatif, dipandang perlu melibatkan peran pemerintah daerah dan swasta guna mendorong kemajuan
penyelenggaraan perkeretaapian nasional. Diterbitkannya Undang-Undang erkeretaapian No. 23 tahun 2007
(UUKA) diharapkan akan membawa angin segar perkembangan pelayanan jasa perkeretaapian di seluruh
Indonesia karena undang-undang itu memungkinkan keterlibatan pihak lain, selain PT KA (Persero), untuk
ikut serta menyelenggarakan perkeretagpian nasiinal yang lebih kompetitif. Salah satu imbas
diberlakukannya UUK A adalah ikut memaksa PT KA (Persero) ikut serta dalam kancah persaingan usaha
perkeretaapian dan segera menerapkan langkahlangkah persiapan menyongsong era persaingan dalam jasa
perkeretagpian. Salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan pembentukan anak perusahaan (PT KCJ)
yang khusus menyel engarakan sarana perkeretaapian di wilayah Jabodetabek yang dibentuk dalam kondisi
adanya keterbatasan-keterbatasan tertentu. Mengingat kekhasan karakteristik pola perjalanan maupun
operasi keretadi wilayah Jabodetabek maka membutuhkan pengaturan khusus dalam perjanjian antara PT
KA (Persero) dan PT KCJ agar terjadi keselarasan operasi dan pelayanan sehingga pada akhirnya tujuan
sebagaimana digariskan pemerintah dalam pembentukan anak perusahaan dapat segeratercapai.

Railways as one of transportation mode has special and eminent characteristic, especially in its ability to
transport mass passengers and commodities, energy savings, space savings and high level of security, low
contamination level and more efficient compares to other mode of land transportation for long distance
transport and for area with high level of density such as commuter transportation. With the railways
technology development and the transformation of strategic environment that becomes more competitive
and not be able to be separated from the international economic system that emphasize in the foundation of
fairness, transparency and non discriminative, it is consider necessary to involve the province or region
government and private owned company in order to stimulate the enforcement of the national railways
development. The issuance of the Law N0.23/2007 in regards to the Railways Regulation is expected to
convey fresh atmosphere for the development of the railways servicesin Indonesia, since such
Law/Regulation make it possible for the involvement of other party besides PT. KA (Persero) to accedein
the more competitive national railways. One of the implication due to the implementation of Railways
Regulation isto coerce PT.KA (Persero) to involve in the term of railways business competition and to
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implement the necessary preparation to support the business competition erain railway services. One of the
effort performed in by the establishment of the new subsidiary of PT.KA (PT.KCJ) that specilized to operate
the railways within the area of Jabodetabek thatwas established in the condition with certain limitation. In
accordance to the characteristic of rout pattern as well as the train operation in Jabodetabek area, therefore it
requires special arrangement in the Agreement between PT.KA (Persero) and PT.KCJin order to invent the
harmony in operation and services terms which at the end, the purpose as stipulated by the Government in
the establishment of PT.KA?s subsidiary can be achieved.



